
 

 

Literatur terkait organisasi sosial pada saat ini 

menjadi topik yang menarik untuk dibahas, 

hal ini dikarenakan timbulnya berbagai 

macam paradoks terkait organisasi 

berorientasi sosial ini. Banyak organisasi yang 

mengklaim identitas “sosial” dalam aktifitas 

dan operasional  meraka. Beberapa contoh 

seperti Community-Based Enterprises (CBE), 

Social Enterprises (SE), Non- Government 

Organization (NGO) hingga Yayasan. 

Tentunya “kemiripan” defenisi antar 

organisasi ini menciptakan kebingungan 

tentang apa perbedaan antara satu organisasi 

lain dengan organisasi lainnya. Hussain et al 

(2023) menemukan bahwa perhatian peneliti 

terhadap jenis organisasi ini semakin 

meningkat, namun masih sedikit peneliti yang 

mencoba untuk menemukan titik temu apa 

perbedaan diatara organisasi sosial ini. Disisi 

lain Pradhan & Samanta (2023) menemukan 

bahwa di berbagai negara, pemerintah 

seringkali mengidentifikasi CBE merupakan 

koperasi, SE, atau bahkan program 

pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi 

oleh pemerintah itu sendiri. Hal ini tentunya 

menimbulkan keraguan berbagai macam 

pihak terkait defenisi dari organisi sosial 

yang ada. 

Terkait eksistensi CBE, terjadinya 

perbedaan defenisi menimbulkan beberapa 

konsekuensi pada berbagai macam aspek 

untuk organisasi ini. Pertama hilangnya 

konsep analitis dasar dari pembangunan 

berbasis komunitas, seperti proses inovasi, 

kesamaan visi, hingga kesamaan tujuan 

dari setiap anggota kelompok. Kedua, 

terkait dengan kebijakan yang diambil 

pemerintah serta lembaga donor. Sering 

kali program yang sejatinya diciptakan 

untuk membantu CBE, justru diberikan 

kepada organisasi yang berbeda. Sehingga 

target program menjadi tidak tepat sasaran. 

Ketiga, terkait dengan proses pertanggung 

jawaban yang erat kaitannya dengan 

akuntansi. Kegagalan mendefenisikan 

organisasi ini dapat berakibat kegagalan 
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pelaporan keuangan secara setemik. 

Dampak yang akan ditimbulkan adalah tidak 

akuratnya dalam penilaian kinerja 

organisasi, pelaporan keuangan yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan, akuntabilitas, 

serta keberlanjutan organisasi. 

 Khususnya pada aspek akuntansi, 

karakteritik CBE memberikan tantangan 

tersendiri dalam penerapannya. Grossi et al 

(2024) menjelaskan bahwa organisasi 

hybrid adalah organisasi yang 

menggabungkan karakteristik dari beberapa 

sektor sekaligus, seperti pemerintah, bisnis, 

dan organisasi nirlaba. Karena 

karakteristiknya yang unik, sistem akuntansi 

konvensional sering kali belum mampu 

menggambarkan kondisi organisasi ini 

dengan baik. Hal ini karena sistem akuntansi 

pada umumnya dirancang untuk organisasi 

dengan batas kepemilikan dan peran yang 

jelas. Pada konteks CBE, merupakan bentuk 

organisasi hybrid yang sangat kompleks, 

karena komunitas berperan sekaligus 

sebagai pemilik, pengelola, dan penerima 

manfaat organisasi. 

Pada konteks Indonesia, 

kebingungan dalam memahami konsep ini 

terlihat sangat jelas. Salah satu contohnya 

adalah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), 

yang sering di anggap sebagai CBE dalam 

kajian akademik maupun kebijakan 

(Nihayah et al., 2024). Padahal, BUMDes 

merupakan usaha milik pemerintah desa 

dengan sebagian besar modalnya berasal 

dari dana desa serta motivasi 

pembangunannya yang berbeda dari CBE. 

Struktur kepemilikan modal ini, 

menempatkan posisi BUMDes lebih dekat 

defenisinya kepada SE daripada ke CBE 

(Nanda et al., 2025; Sari et al., 2021, 2022). 

Hal ini dikarenakan CBE pada dasarnya 

merupakan organisasi yang memeiliki 

karakter unik yang membedakannya dengan 

SE (Pradhan & Samanta, 2023). Karna 

adanya perbedaan pendapat para peneliti ini, 

menjadi penting untuk mengkaji perbedaan 

dan bagiamana dampak pada konteks 

akuntansi di kedua jenis organisasi ini. Agar 

nantinya kebijakan akuntansi yang 

digunakan menjadi jelas dan dapat 

dipertanggung jawabkan. 

Berdasarkan penjelasan diatas 

penelitian ini bertujuan untuk menjawab 

apakah perbedaan antara CBE dan 

berbagai bentuk organisasi sosial lainnya 

hanya bersifat terminologis, atau justru 

mencerminkan perbedaan ontologis yang 

memiliki implikasi langsung terhadap 

praktik akuntansi. 

 

Banyaknya Istilah Yang Digunakan serta 

Ketidak Konsistenan Defenisi 

Salah satu penyebab utama 

kerancuan dalam literatur mengenai 

organisasi sosial adalah banyaknya istilah 

yang digunakan tanpa disertai penjelasan 

konseptual yang jelas. Beberapa dekade 

terakhir, para akademisi dari berbagai 

disiplin ilmu menggunakan beragam istilah 

seperti social enterprise, community 

enterprise, community-based enterprise, 

community business, community-based 

social enterprise, social cooperative, dan 

mission-driven enterprise. Meskipun 

berbagai macam istilah tersebut sering 

digunakan untuk menggambarkan 

organisasi yang memiliki tujuan sosial, 

masing-masing sebenarnya berkembang dari 

konteks, keilmuan, dan kebijakan yang 

berbeda. Akibatnya, istilah-istilah tersebut 

kerap digunakan secara bergantian 

meskipun tidak selalu merujuk pada konsep 

yang sama.  

Menurut Spanuth & Urbano (2024) 

saat ini literatur SE merupakan objek kajian 

yang terus berkembang, namun masih 

terdapat ketidak konsistenan terminologi 

yang cukup besar pada literatur yang ada. 

Lebih lanjut Spanuth & Urbano (2024) 

melaporkan bahwa dalam basis data Web of 

Science, pencarian dengan kata kunci "social 

enterprise" menghasilkan lebih dari 877 

artikel dengan berbagai macam proxy 

seperti: "social business", "social venture", 

"social company", dan "social organization". 

Padahal, masing-masing istilah tersebut 

memiliki makna konseptual yang berbeda. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa keragaman 
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istilah yang ada bukan semata-mata 

mencerminkan keberagaman bentuk 

organisasi sosial, tetapi juga menunjukkan 

belum adanya kesepakatan teoretis yang kuat 

mengenai batasan konsep tersebut. 

Kerancuan konseptual ini juga terlihat 

dari arah perkembangan penelitian SE. Studi 

bibliometric oleh Hisyam & Lin (2023) 

terhadap lebih dari 2.359 publikasi 

menunjukkan bahwa penelitian pada topik ini 

berkembang dalam beberapa tema utama, 

seperti kelembagaan, hambatan untuk 

berkembang, strategi, dan lainnya. Namun, 

meskipun literatur SE telah berkembang 

cukup pesat, batas konseptual antara SE dan 

bentuk organisasi lain yang serupa masih 

belum sepenuhnya jelas (Pradhan & Samanta, 

2023).  

Situasi tersebut menjadi lebih 

kompleks ketika membahas CBE. 

Dibandingkan dengan SE, literatur mengenai 

CBE masih jauh lebih terbatas dan belum 

memiliki fondasi konseptual yang sekuat 

bidang lainnya. Pradhan & Samanta (2023) 

mencatat bahwa sebagian besar penelitian 

mengenai CBE masih terkonsentrasi di 

kawasan Amerika Latin dan Afrika, 

sementara kajian dari Asia Tenggara, 

termasuk Indonesia, masih sangat sedikit. 

Keterbatasan ini menyebabkan pemahaman 

mengenai karakteristik, peran, dan sistem 

akuntabilitas CBE belum berkembang secara 

memadai, sehingga semakin meningkatkan 

potensi terjadinya kerancuan konsep antara 

CBE dan bentuk organisasi sosial lainnya. 

 

Sumber Utama Kerancuan 

Beberapa sumber utama yang secara 

sistematis menyebabkan kerancuan defenisi 

ini dikelompok menjadi tiga. Pertama adalah 

kecenderungan akademisi untuk 

mendefinisikan organisasi hanya berdasarkan 

tujuannya, khususnya apakah organisasi 

tersebut berorientasi sosial atau ekonomi. 

Pendekatan ini sering kali mengabaikan aspek 

kepemilikan, yaitu siapa yang memiliki, 

mengendalikan, dan memperoleh manfaat 

dari aset organisasi. Akibatnya, berbagai 

organisasi yang sama-sama memiliki tujuan 

sosial, seperti CBE, SE, NGO, dan yayasan, 

sering ditempatkan dalam kategori yang 

sama, meskipun struktur kepemilikan dan 

mekanisme pengelolaannya sangat berbeda.  

Struktur kepemilikan merupakan 

elemen penting untuk memahami 

karakteristik dasar suatu organisasi. Peredo 

& Chrisman (2006), menegaskan bahwa 

CBE merupakan organisasi dimana 

komunitas merupakan pemilik dari 

organisasi CBE. Karakteristik ini tidak ada 

pada konteks organisasi lainnya yang juga 

mengklaim bahwa mereka memprioritaskan 

tujuan sosial dibandingkan dengan tujuan 

bisnis atau ekonomi.  

Karakteristik ini membedakan CBE 

dari bentuk organisasi sosial lainnya. Pada 

SE misalnya, organisasi dapat memiliki 

tujuan sosial yang kuat, tetapi 

kepemilikannya belum tentu berada pada 

komunitas penerima manfaat. Demikian 

pula pada NGO atau yayasan, tujuan 

utamanya memang bersifat sosial, namun 

pengendalian organisasi umumnya berada 

pada pengurus, dewan, atau pendiri, bukan 

pada komunitas yang dilayani. Oleh karena 

itu, menyamakan CBE dengan organisasi 

sosial lainnya hanya berdasarkan kesamaan 

tujuan sosial dapat menimbulkan kesalahan 

konseptual, karena mengabaikan perbedaan 

mendasar dalam struktur kepemilikan dan 

tata kelola organisasi. 

Sumber kerancuan kedua berasal 

dari keraguan konseptual penggunaan 

kalimat “Community-Based”. Sebagian 

besar peneliti, menggunakan ini istilah untuk 

menggambarkan organisasi yang beroperasi 

di suatu komunitas atau memberikan 

layanan kepada komunitas tertentu. Namun, 

penggunaan tersebut belum tentu 

menunjukkan bahwa komunitas memiliki 

kepemilikan atau kendali atas organisasi 

tersebut. Dengan kata lain, sebuah organisasi 

dapat disebut community-based hanya 

karena lokasi operasionalnya berada di 

tengah masyarakat atau karena kegiatannya 

ditujukan untuk kepentingan komunitas, 

meskipun komunitas itu sendiri tidak terlibat 

sebagai pemilik maupun pengambil 
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Keputusan. Padahal, perbedaan antara 

defenisi “organisasi yang berbasis di 

komunitas” dan “organisasi yang dimiliki 

oleh komunitas” memiliki perbedaan yang 

sangat mendasar. Hussain et al (2023), 

menemukan bahwa 71% penelitian yang 

mereka telaah tidak membedakan secara jelas 

kedua konsep tersebut. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa istilah community-based 

sering digunakan secara longgar tanpa 

kejelasan definisi yang memadai. 

Terakhir sumber kerancuan ketiga 

berasal dari perbedaan budaya antara area 

penelitian. Banyak konsep SE yang digunakan 

saat ini dikembangkan dari konteks negara-

negara Eropa dan Amerika Utara, yang 

memiliki sistem kelembagaan, budaya, dan 

struktur ekonomi yang berbeda dengan negara 

berkembang. Akibatnya, definisi tersebut 

sering diterapkan secara langsung pada 

konteks Asia Tenggara, termasuk Indonesia, 

tanpa penyesuaian yang memadai. Klarin & 

Suseno (2023) menemukan bahwa sebagian 

besar literatur kewirausahaan sosial dibangun 

berdasarkan asumsi kelembagaan negara 

maju, sehingga belum tentu sesuai untuk 

menjelaskan realitas organisasi di negara 

berkembang. Pada konteks Indonesia, nilai 

gotong royong, adat, hubungan sosial berbasis 

kepercayaan, dan ikatan komunitas yang 

terbentuk secara turun-temurun merupakan 

karakteristik penting dalam pembentukan dan 

pengelolaan usaha berbasis komunitas. Oleh 

karena itu, penggunaan definisi SE di negara-

negara barat dalam menjelaskan fenomena 

CBE di Indonesia berpotensi menimbulkan 

ketidaksesuaian konseptual, karena tidak 

sepenuhnya mencerminkan karakter sosial, 

budaya, dan struktur kepemilikan yang 

berkembang dalam konteks lokal. 

 

Tijauan konseptual dalam rangka 

memposisikan CBE sebagai organisasi 

Untuk mengatasi kerancuan 

konseptual tersebut, artikel ini mengusulkan 

sebuah tinjauan konseptual yang 

memposisikan berbagai bentuk organisasi 

berdasarkan dua dimensi utama yang relevan 

dalam perspektif akuntansi, yaitu sumber 

modal dan subjek akuntabilitas. Dimensi 

sumber modal menjelaskan apakah 

organisasi memperoleh modal dari 

komunitas itu sendiri atau dari pihak 

eksternal seperti pemerintah, donor, dan 

investor, sedangkan dimensi subjek 

akuntabilitas menunjukkan kepada siapa 

yang paling utama organisasi bertanggung. 

Melalui dua dimensi ini, perbedaan antar 

organisasi akan menjadi lebih jelas. 

CBE memiliki posisi yang paling 

khas karena modal berasal dari komunitas 

dan akuntabilitas utamanya juga kepada 

komunitas. Sebaliknya organisasi sosial 

seperti Yayasan pada umumnya 

memperoleh pendanaan dari pendiri atau 

donor. Selain itu pertanggungjawaban pada 

organisasi ini akan cenderung kepada 

pembina. SE berada di posisi antara 

keduanya, dengan sumber modal yang 

bersifat campuran (hybrid) dan akuntabilitas 

kepada para pemangku kepentingan yang 

terkait dengan misi sosialnya. NGO 

cenderung bergantung pada pendanaan 

eksternal sehingga akuntabilitasnya lebih 

banyak diarahkan kepada donor dan 

penerima manfaat program. Peta konseptual 

ini bukan sekadar usaha untuk 

mengklasifikasikan organisasi, tetapi juga 

penting untuk menjawab persoalan 

mendasar dalam akuntansi. Hal ini 

dikarenakan perbedaan karakteristik 

organisasi akan menentukan informasi apa 

yang perlu dilaporkan, kepada siapa laporan 

ditujukan, bagaimana nilai yang diciptakan 

dapat diukur, serta kerangka manajemen 

kinerja apa yang paling tepat untuk menilai 

keberlanjutan organisasi. 

 

Perbandingan Komprehensif Antara 

CBE, SE, dan Organisasi Sosial Lainnya 

Dalam upaya menemukan perbedaan 

antar organisasi yang berorietasi sosial ini, 

disajikan matriks (Tabel 1) secara 

komprehensif yang bersumber dari berbagai 

macam literatur dan peraturan yang berlaku 

pada konteks Indonesia. Lima organisasi 

yang memiliki tujuan sosial dalam 

operasionalnya di Indonesia dipilih sebagai 
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dasar pembuatan matriks. Setiap dimensi 

dipilih berdasarkan pada relevansi terhadap 

praktik akuntansi dan tatakelola organisasi.  

 

Implikasi Akuntansi 

Ketidaksesuaian Kerangka Pelaporan 

Keuangan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

berlaku di Indonesia saat ini dibangun di atas 

asumsi fundamental bahwa setiap entitas 

pelaporan memiliki struktur kepemilikan yang 

terdefinisi secara jelas. Umumnya struktur ini 

terdiri dari pemegang saham pada entitas 

berorientasi laba, atau pemberi dana dan 

pendiri pada entitas nirlaba. Meskipun CBE 

yang telah berbadan hukum secara formal 

memenuhi kriteria pengguna SAK EP karena 

umumnya tidak memiliki akuntabilitas publik, 

terdapat ketidaksesuaian yang bersifat 

fundamental antara kerangka tersebut dengan 

hakikat CBE. SAK EP dibangun di atas entity 

concept yang mengasumsikan pemisahan 

jelas antara pemilik dan entitas. Sebuah 

asumsi yang tidak sesuai secara inheren oleh 

CBE di mana komunitas, pengelola, dan 

penerima manfaat merupakan satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan. Seluruh instrumen 

pengakuan dan pengukuran dalam SAK EP 

berbasis pada aset yang dapat diukur dan 

dikontrol secara moneter, sehingga modal 

sosial CBE yang meliputi kepercayaan 

komunal, pengetahuan lokal, jaringan relasi, 

dan kontribusi tenaga anggota tidak 

memenuhi kriteria pengakuan aset dan 

karenanya tidak dapat direpresentasikan 

dalam laporan keuangan (De-Villiers et al., 

2022). Kondisi ini menghasilkan apa yang 

disebut sebagai representational mismatch, 

dimana  laporan keuangan CBE yang disusun 

berdasarkan SAK EP akan menampilkan 

posisi keuangan yang tampak lemah, asset 

yang minimal, serta ekuitas terlihat rendah. 

Padahal nilai sesungguhnya yang dimiliki dan 

diciptakan oleh enterprise tidak terlihat 

dengan baik. 

Persoalan menjadi lebih mendasar 

apabila dipertimbangkan bahwa mayoritas 

CBE di Indonesia bersifat autentik, seperti 

kelompok tani, enterprise komunitas adat, 

inisiatif kolektif berbasis gotong royong, 

serta beroperasi secara informal tanpa badan 

hukum yang mengharuskan mereka 

menerbitkan laporan keuangan dalam format 

apapun. Entitas-entitas ini berada 

sepenuhnya di luar jangkauan SAK yang 

berlaku, sehingga seluruh nilai ekonomi dan 

sosial yang mereka ciptakan tidak terlihat 

dalam sistem akuntansi formal (Grossi et al., 

2022). Hal ini menegaskan bahwa 

pengembangan instrumen akuntansi menjadi 

sangat rumit dalam organisasi hybrid karena 

setiap organisasi memiliki nilai yang 

berbeda dan menginterpretasikan misi 

organisasi secara berbeda-beda. Akibatnya 

menjadikan organisasi hybrid menjadi satu 

objek yang kompleks untuk dipahami, 

dinilai, dan menunjukkan kionerjanya. 

 

Tabel 1. Perbandingan Antara CBE dan 

Organisasi Sosial Lainnya 
Defenisi CBE 

Autenti

k 

Social 

Enterp

rises 

Koperasi NGO/LS

M 

Yayasan 

Defenisi 

Inti 

Komunit

as 

merupak

an 

sekelom

pok 

entrepre

neur 

sekaligus 

enterpris

es.  

Modal 

alam dan 

sosial 

tidak 

terpisah 

dari 

ekonomi 

(Peredo 

& 

Chrisma

n, 2006). 

Organis

asi yang 

mengej

ar 

tujuan 

sosial 

melalui 

mekani

sme 

bisnis 

seperti 

penjual

an dan 

investas

i agar 

mencipt

akan 

keuntun

gan 

untuk 

menjala

nkan 

misi 

sosial 

(Defour

ny & 

Nyssen

s, 2010; 

Klarin 

& 

Suseno, 

2023; 

Sari et 

al., 

2021). 

Badan 

hukum 

berbasis 

keanggotaan 

untuk 

kepentingan 

ekonomi 

anggota (UU 

N0 25 Tahun 

1992).  

Organisa

si nirlaba 

untuk 

advokasi 

atau 

pelayana

n sosial. 

Sangat 

bergantu

ng pada 

donor 

(Hussain 

et al., 

2023). 

Badan 

hukum 

nirlaba. 

Didirikan 

dari 

kekayaan 

dipisahkan 

untuk 

tujuan 

sosial/kema

nusiaan 

(UU No.28 

Tahun, 

2004) 

Pemicu 

dan 

arah 

inisiasi 

Bottom-

up: 

masalah 

dan 

tujuan 

yang 

dirasaka

n 

Bersama 

oleh 

komunit

as 

(Peredo 
& 
Chrisma
n, 2006; 
Pradhan 
& 

Insiatif 

sosial 

entrepre

neur, 

komuni

tas 

sebagai 

penerim

a 

manfaat

. 

Terkada

ng 

bersifat 

Top-

Down 

seperti 

BUMD

esa 

Inisiatif 

anggota atas 

dasar 

kesamaan 

kepentingan 

ekonomi 

(UU N0 25 

Tahun  

1992).  

Inisiatif 

aktivis/L

SM atau 

donor. 

Agenda 

ditentuka

n ekstra 

komunita

s 

(Hussain 

et al., 

2023). 

Inisiatif 

pendiri 

berdasarkan 

akta notaris 

dan 

pengesahan 

Kemenkum

ham (UU 

No.28 

Tahun, 

2004). 
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Samanta
, 2023). 

(Nanda 

et all, 

2025; 

Peredo 

& 

Chrism

an, 

2006; 

Sari et 

al., 

2021; 

Tortia 

& 

Borzag

a, 

2021). 

Kepemil

ikan 

Modal 

Komunit

as 

bersifat 

kolektif. 

Uang, 

tenaga, 

pengetah

uan 

lokal, 

sumber 

daya 

alam 

berasal 

dari 

anggota 

(Peredo 

& 

Chrisma

n, 2006). 

Pendiri, 

impact 

investor 

atau 

hubrid 

sesuai 

badan 

hukum 

(Defour

ny & 

Nyssen

s, 2010; 

Klarin 

& 

Suseno, 

2023).  

Anggota 

terdaftar 

simpanan 

pokok, wajib 

dan sukarela 

(UU N0 25 

Tahun1992) 

Tidak 

ada 

pemilik, 

dikelola 

pengurus 

atas 

nama 

misi 

(Hussain 

et al., 

2023). 

Pembina 

Yayasan; 

tidak bisa 

dibagikan 

ke pendiri 

(UU No.28 

Tahun, 

2004). 

Tata 

Kelola 

Musyaw

arah dan 

demokra

tis. 

Selian itu 

memiliki 

nilai 

berbasis 

adat dan 

kepercay

aan 

kelompo

k 

(Kleinha

ns et al., 

2020; 

Peredo & 

Chrisma

n, 2006). 

Dewan 

direksi 

profesio

nal 

berorie

ntasi 

misi 

sosial; 

lebih 

hierarki

s 

(Defour

ny & 

Nyssen

s, 2010; 

Tortia 

et al., 

2020). 

 

Rapat 

Anggota 

Tahunan 

(RAT); satu 

anggota satu 

suara (UU 

N0 25 

Tahun, 

1992). 

Dewan 

pengurus 

dan 

general 

assembly

; 

akuntabil

itas ke 

donor 

(Hussain 

et al., 

2023). 

Pembina, 

pengurus, 

pengawas; 

pembina 

berwenang 

tertinggi 

(UU No.28 

Tahun, 

2004). 

Subjek 

Akunta

bilitas  

Langsun

g ke 

komunit

as selaku 

pemilik. 

Selian itu 

bersifat 

relasiona

l & 

informal 

(adaptiv

e 

accounta

bility) 

(Iskanda

r et al., 

2022; 

Kleinhan

s et al., 

2020). 

Ke 

dewan 

direksi, 

investor 

sosial, 

dan 

pemang

ku misi 

sosial 

(Costa 

& 

Pesci, 

2016; 

Defour

ny & 

Nyssen

s, 

2010). 

Ke Rapat 

Anggota; 

laporan 

pertanggung

jawaban 

pengurus di 

RAT (UU 

N0 25 

Tahun, 

1992). 

Ke 

donor, 

pemerint

ah, dan 

penerima 

manfaat 

program 

(Hussain 

et al., 

2023). 

Ke 

pembina; 

audit wajib 

jika 

kekayaan 

>Rp 20 

miliar (UU 

No.28 

Tahun, 

2004). 

Penerim

a 

Manfaa

t 

Seluruh 

komunit

as tanpa 

terkecual

i. 

Terkada

ng 

termasuk 

non 

anggota 

formal 

juga 

mendapa

t manfaat 

((Berkes 

& 

Davidso

n–Hunt, 

2007; 

Peredo & 

Chrisma

n, 2006). 

Kelomp

ok 

sasaran 

sesuai 

misi 

sosial 

enterpri

ses 

(Defour

ny & 

Nyssen

s, 

2010a; 

Klarin 

& 

Suseno, 

2023). 

Anggota 

koperasi 

terdaftar, 

SHU tidak 

non-anggota 

(UU N0 25 

Tahun 

1992). 

Penerima 

program 

sesuai 

mandat 

donor 

dan misi 

organisas

i 

(Hussain 

et al., 

2023). 

Kelompok 

sasaran 

Yayasan, 

pada 

umumnya 

kelompok 

rentan 

tertentu 

(UU No.28 

Tahun, 

2004). 

Sumber 

Pendap

atan 

Usaha 

berbasis 

sumber 

daya 

kelompo

k. 

Biasanya 

cendrung 

berasal 

dari 

kegiatan 

penjuala

n produk 

lokal. 

Selain itu 

jugada 

ada 

kontribu

si 

anggota 

(Peredo 

& 

Chrisma

n, 2006; 

Sharma 

& 

Shenoy, 

2024) 

Penjual

an 

produk 

atau 

jasa, 

hasil 

dari 

investas

i, hibah 

dari 

berbaga

i 

macam 

pihak, 

penyert

aan 

modal 

masyar

akat, 

pendap

atan 

lainnya 

(Defour

ny & 

Nyssen

s, 2010; 

Sari et 

al., 

2021; 

Tortia 

et al., 

2020). 

Simpanan 

anggota, 

Sisa Hasil 

Usaha 

(SHU), 

Penghasilan 

unit usaha 

koperasi 

(UU N0 25 

Tahun 

1992). 

Donasi, 

hibah, 

subsidi, 

CSR; 

ketergant

ungan 

pada 

donor 

eksternal 

(Hussain 

et al., 

2023). 

Donasi, 

hibah, 

usaha 

sosial; 

dilarang 

membagi 

keuntungan 

ke pendiri 

(UU No.28 

Tahun, 

2004). 

Peran 

modal 

sosial 

dan 

Inovasi 

Modal 

utama 

yang 

dimiliki 

adalah 

nilai 

sosial. 

Inovasi 

lahir dari 

pengetah

uan lokal 

& 

respons 

organik 

sesuai 

dengan 

keadaan 

demogra

fis (Bhatt 

& 

Altinay, 

2013; 

Nanda, 

Sanusi, 

et al., 

2025; 

Peredo & 

Chrisma

n, 2006). 

Modal 

sosial 

dibangu

n 

berdasa

rkan 

tujuan 

organis

asi 

dubuat 

oleh 

pendiri; 

inovasi 

lebih 

terenca

na & 

strategi

s 

(Defour

ny & 

Nyssen

s, 2010; 

Lee & 

Chandr

a, 2020; 

Tortia 

et al., 

2020). 

Modal sosial 

anggota 

penting; 

inovasi pada 

unit usaha 

tertentu (UU 

N0 25 

Tahun, 

1992). 

Modal 

sosial 

dibangun 

via 

program; 

inovasi 

bergantu

ng 

pendanaa

n donor 

(Hussain 

et al., 

2023). 

Modal 

sosial 

jaringan 

donatur; 

inovasi 

program 

terbatas 

kapasitas 

(UU No.28 

Tahun, 

2004). 

Dasar 

Hukum 

di 

Indones

ia 

Belum 

ada UU 

khusus. 

Organisa

si ini 

beropera

si secara 

informal. 

Namun 

setiap 

organiasi 

atau 

kelompo

k 

biasanya 

akan 

membent

uk 

koperasi 

walai 

tidak 

semua. 

Selain itu 

organisa

sai ini 

akan 

patuh 

pada 

lembaga 

adat. 

(Iskanda

r et al., 

2022; 

Nanda, 

2025). 

Tidak 

ada UU 

khusus; 

beroper

asi di 

bawah 

PT, CV, 

koperas

i, 

Yayasa

n 

(Iskand

ar et al., 

2022; 

Pratono 

& 

Sutanti, 

2016). 

UU No. 

25/1992 

tentang 

Perkoperasia

n; (UU No 

11 Tahun, 

2020). 

UU No. 

17/2013 

tentang 

Ormas; 

terdaftar 

sebagai 

perkump

ulan 

(Hussain 

et al., 

2023). 

UU No. 

16/2001 di 

perbarui 

menjadi 

UU No. 

28/2004 

tentang 

Yayasan. 



 

 

Pengukuran Kinerja Sosial Menjadi 

Tidak Memadai 

Tantangan kedua berkaitan dengan 

pengukuran kinerja sosial CBE. Costa & 

Pesci (2016) mengkritik pendekatan yang 

mencari satu standar pengukuran universal 

untuk semua organisasi sosial, karena setiap 

organisasi memiliki karakteristik, tujuan, dan 

konteks yang berbeda. Kritik ini sangat 

relevan bagi CBE, sebab berbagai instrumen 

pengukuran kinerja sosial yang umum 

digunakan seperti Social Return on 

Investment (SROI), Balanced Scorecard for 

Social Enterprise, atau Social Impact 

Assessment umumnya dibangun dengan 

asumsi adanya pihak pengelola atau aktor 

eksternal yang menentukan indikator dan 

melakukan evaluasi. Dalam CBE, asumsi 

tersebut kurang tepat karena komunitas 

bukan sekadar penerima manfaat, tetapi juga 

pemilik, pengelola, dan pihak yang secara 

langsung menciptakan nilai sosial. 

Temuan (Sari et al., 2021) dalam 

konteks Indonesia memperkuat persoalan ini 

dengan menunjukkan bahwa BUMDes 

sebagai SE sering kali menghasilkan dampak 

sosial yang kuat, seperti meningkatnya 

kepercayaan, kohesi sosial, dan ketahanan 

kolektif masyarakat, tetapi kontribusi 

tersebut tidak tercermin secara memadai 

dalam instrumen pengukuran kinerja 

konvensional yang lebih menekankan 

indikator finansial. Akibatnya, organisasi 

dapat terlihat memiliki kinerja rendah, 

padahal justru berhasil menciptakan manfaat 

sosial yang signifikan. Berkaca dari kasus 

BUMDes, CBE diduga akan memiliki 

permasalahan yang sama terkait penilaian 

kinerja. Oleh karena itu, pendekatan 

pengukuran yang lebih sesuai untuk CBE 

adalah pendekatan berbasis pemangku 

kepentingan, sebagaimana disarankan Costa 

& Pesci (2016). Indikator kinerja 

dikembangkan bersama oleh pihak-pihak 

yang terlibat di organisasi tersebut. Dalam 

konteks CBE, hal ini berarti komunitas harus 

menjadi aktor utama dalam menentukan apa 

yang dianggap sebagai kinerja dan 

bagaimana kinerja tersebut diukur. 

Krisis Akuntabilitas Bagi Pemangku 

Kepentingan 

Dimensi ketiga dari kegagalan 

akuntansi pada CBE berkaitan dengan 

persoalan akuntabilitas. Berbeda dengan 

organisasi konvensional yang umumnya 

memiliki hubungan yang jelas antara pihak 

yang mengelola organisasi dan pihak 

eksternal yang menerima 

pertanggungjawaban, CBE memiliki struktur 

yang jauh lebih kompleks. Kleinhans et al 

(2020) menyebut kondisi ini sebagai adaptive 

accountability, yaitu bentuk akuntabilitas 

yang berkembang secara fleksibel sesuai 

kebutuhan komunitas lokal dan sering kali 

dijalankan melalui mekanisme informal yang 

tetap dianggap sah oleh para pemangku 

kepentingan. Dalam konteks ini, 

akuntabilitas tidak selalu diwujudkan melalui 

laporan formal atau prosedur administratif 

yang kaku, melainkan juga melalui interaksi 

sosial, musyawarah, keterbukaan informasi, 

dan bentuk pertanggungjawaban lain yang 

lahir dari hubungan antaranggota komunitas. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa asumsi 

akuntansi konvensional yang menempatkan 

akuntabilitas sebagai hubungan formal antara 

principal dan agent tidak sepenuhnya sesuai 

untuk menjelaskan realitas CBE. 

Persoalan ini semakin kompleks 

karena batas antara pihak internal dan 

eksternal dalam CBE sering kali tidak jelas. 

Jika pada organisasi nirlaba tradisional 

mekanisme tata kelola dapat dibedakan 

antara pengawasan internal dan 

pertanggungjawaban kepada pihak luar, 

maka dalam CBE pemisahan tersebut 

menjadi kabur karena anggota komunitas 

dapat berperan secara simultan sebagai 

pemilik, pengelola, sekaligus penerima 

manfaat. Ortega-Rodríguez et al (2024) 

menegaskan pentingnya mekanisme tata 

kelola internal dan eksternal dalam organisasi 

nirlaba, tetapi kerangka ini tidak selalu dapat 

diterapkan secara langsung pada CBE. 

Sejalan dengan itu, studi terbaru Pilon & 

Brouard (2023) menunjukkan bahwa batas 

pemangku kepentingan yang tidak tegas 

dapat menyulitkan penentuan siapa yang 

bertanggung jawab atas suatu keputusan atau 
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hasil. Dengan demikian, tantangan utama 

akuntansi pada CBE bukan hanya bagaimana 

menyusun sistem pelaporan, tetapi juga 

bagaimana merancang model akuntabilitas 

yang mampu mencerminkan struktur relasi 

komunitas yang dinamis dan saling 

bertumpang tindih. 

 

Ancaman Terhadap Keberlanjutan 

Kinerja Organisasi 

Dimensi keempat, yang memiliki 

dampak paling besar dalam jangka panjang, 

berkaitan dengan keberlanjutan organisasi. 

Dalam konteks CBE, keberlanjutan tidak 

hanya berarti kemampuan organisasi untuk 

bertahan secara finansial, tetapi juga 

mencakup keberlanjutan sosial dan 

lingkungan. Hal ini karena CBE pada 

dasarnya tidak hanya dibentuk untuk 

menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga 

untuk memperkuat kesejahteraan komunitas 

dan menjaga sumber daya yang menjadi basis 

kehidupan masyarakat. Namun, 

keberlanjutan semacam ini sulit dicapai 

ketika identitas organisasi itu sendiri tidak 

dipahami dengan jelas.  

Salwan et al (2025) mengidentifikasi 

bahwa pengelolaan hibriditas (hybridity 

management) merupakan salah satu tema 

utama dalam literatur mengenai resiliensi dan 

keberlanjutan SE. Temuan ini menunjukkan 

bahwa permasalahan yang muncul dari 

karakter hybrid organisasi sosial seperti 

keberadaan tujuan sosial dan ekonomi yang 

harus dijalankan secara bersamaan, serta 

ketidakjelasan identitas organisasional masih 

menjadi tantangan struktural yang belum 

sepenuhnya teratasi dalam ekosistem SE. 

Tantangan yang sama, juga di temukan pada 

organisasi CBE. Kompleksitas nilai yang 

terdapat pada organisasi CBE menjadi 

tantangan tersendiri untuk menentukan 

indikator keberlanjutan kinerja CBE.  

Dalam praktiknya, ketidakjelasan ini 

dapat menyebabkan CBE dinilai dengan 

kerangka yang tidak tepat. Nanda et al (2025) 

menunjukkan bahwa banyak inisiatif usaha 

berbasis komunitas di Indonesia memiliki 

potensi berkembang, tetapi gagal tumbuh 

menjadi organisasi yang matang karena 

sistem pendukung yang tersedia tidak 

dirancang untuk kebutuhan mereka. Kondisi 

ini menciptakan situasi di mana CBE 

diperlakukan seperti SE konvensional atau 

bahkan program pemerintah, padahal 

karakter dasarnya berbeda. Akibatnya, model 

pendanaan, sistem akuntansi, hingga 

indikator kinerja yang digunakan tidak 

mencerminkan realitas organisasi tersebut. 

Ketika ukuran keberhasilan yang digunakan 

tidak sesuai, organisasi yang sebenarnya 

memiliki potensi justru dianggap gagal. Oleh 

karena itu, tantangan keberlanjutan CBE 

bukan semata pada kapasitas organisasinya, 

tetapi juga pada kemampuan sistem 

akuntansi dan kebijakan untuk mengenali 

serta mendukung karakter unik organisasi 

berbasis komunitas. 

 

PEMBAHASAN 

Artikel ini menunjukkan bahwa 

kerancuan dalam membedakan CBE dari 

berbagai bentuk organisasi sosial lainnya 

bukan hanya persoalan definisi, tetapi 

memiliki konsekuensi nyata terhadap praktik 

akuntansi. Ketika CBE dipahami dengan 

kerangka yang sama seperti SE, NGO, atau 

organisasi sosial lainnya, maka sistem 

akuntansi yang digunakan sering kali tidak 

sesuai dengan karakteristik dasarnya. 

Dampaknya terlihat pada pelaporan 

keuangan yang kurang merepresentasikan 

realitas organisasi, pengukuran kinerja sosial 

yang tidak tepat, mekanisme akuntabilitas 

yang tidak jelas, serta tantangan dalam 

menjaga keberlanjutan organisasi dalam 

jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa CBE membutuhkan pendekatan 

akuntansi yang lebih sesuai dengan 

karakteristik organisasinya. 

Persoalan ini tidak hanya terjadi di 

Indonesia. Di berbagai negara, 

berkembangnya organisasi ekonomi berbasis 

komunitas menunjukkan bahwa sistem 

akuntansi konvensional memiliki 

keterbatasan ketika diterapkan pada entitas 

yang kepemilikan, pengelolaan, dan 

manfaatnya melekat pada komunitas. 
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Namun, Indonesia memiliki konteks yang 

sangat kaya untuk mengembangkan 

pemikiran baru di bidang ini. Praktik-praktik 

kolektif seperti gotong royong, komunitas 

adat, serta berbagai bentuk usaha berbasis 

masyarakat menunjukkan bahwa model 

organisasi semacam ini telah lama hidup 

dalam praktik sosial Indonesia. Kondisi ini 

menjadikan Indonesia memiliki peluang 

besar untuk berkontribusi dalam 

pengembangan kerangka akuntansi yang 

lebih relevan bagi organisasi berbasis 

komunitas. 

Selain itu, literatur mengenai CBE, 

khususnya dari konteks Asia Tenggara, 

masih relatif terbatas (Pradhan & Samanta, 

2023). Karena itu, artikel ini berupaya 

memberikan kontribusi awal dengan 

menghadirkan perspektif akuntansi dari 

konteks Indonesia dalam memahami CBE. 

Kontribusi ini diharapkan tidak hanya 

memperluas diskusi tentang CBE sebagai 

bentuk organisasi yang khas, tetapi juga 

mendorong pengembangan teori akuntansi 

sosial yang lebih mampu menjelaskan 

realitas organisasi yang berorientasi pada 

kepentingan komunitas. 

 

SIMPULAN  

Artikel ini memberikan kontribusi 

pada tiga ranah literatur utama. Pertama, 

dalam literatur CBE, artikel ini memperjelas 

perbedaan konseptual antara CBE dengan 

berbagai bentuk organisasi lain seperti SE, 

koperasi, NGO/LSM, dan Yayasan 

khususnya pada konteks Indonesia. 

Klarifikasi ini penting karena selama ini 

berbagai organisasi tersebut sering 

diperlakukan sebagai kategori yang serupa, 

padahal memiliki perbedaan mendasar dalam 

aspek kepemilikan, akuntabilitas, tujuan, dan 

mekanisme penciptaan nilai. 

Kedua, dalam literatur akuntansi 

sosial, artikel ini menunjukkan bahwa 

kerancuan konseptual tersebut menimbulkan 

persoalan nyata dalam praktik akuntansi. 

Setidaknya terdapat empat dimensi 

kegagalan akuntansi yang muncul, yaitu pada 

aspek pelaporan, pengukuran kinerja sosial, 

akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, 

dan keberlanjutan organisasi. Untuk kajian 

berikutnya perlu disusun agenda 

pengembangan kerangka konseptual pada 

empat dimensi praktik akuntansi yang sesuai 

dengan karateristik CBE.  

Ketiga, dalam konteks Indonesia, 

artikel ini menawarkan agenda reformasi 

akuntansi yang lebih kontekstual dan 

aplikatif. Hal ini penting mengingat 

Indonesia memiliki banyak bentuk usaha 

berbasis komunitas yang berkembang dari 

tradisi gotong royong, solidaritas sosial, dan 

pengelolaan sumber daya secara kolektif, 

namun belum sepenuhnya terakomodasi 

dalam kerangka akuntansi yang ada. 

Temuan utama artikel ini 

menegaskan bahwa CBE memerlukan 

paradigma akuntansi yang secara 

fundamental berbeda, bukan sekadar adaptasi 

dari sistem akuntansi yang dirancang untuk 

SE atau organisasi nirlaba konvensional. 

Selama CBE masih dipahami melalui lensa 

konseptual yang tidak tepat, sistem pelaporan 

yang dihasilkan akan terus gagal 

menggambarkan nilai yang benar-benar 

diciptakan oleh organisasi tersebut. 

Akibatnya, kebijakan maupun intervensi 

yang dirancang berdasarkan informasi 

tersebut berisiko tidak tepat sasaran. 

Artikel ini memiliki keterbatasan 

karena bersifat konseptual dan deskriptif. 

Fokus utama artikel adalah mengidentifikasi 

persoalan teoretis dan menawarkan kerangka 

konseptual, tanpa melakukan pengujian 

empiris. Oleh karena itu, penelitian 

selanjutnya perlu mengembangkan instrumen 

pengukuran yang mampu menangkap kinerja 

komunitas secara lebih akurat, serta 

mengeksplorasi kemungkinan adaptasi 

kerangka ini pada berbagai bentuk CBE di 

Indonesia, mulai dari enterprise komunitas 

adat hingga kelompok usaha berbasis 

masyarakat seperti koperasi nelayan atau 

kelompok tani. 
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